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ABSTRAK

Pembukaan  Undang-Undang  Dasar tahun 1945 dan Pasal 33 UUD 1945
mengamanatkan  perlu upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan
negara baik pengelolaan cekayaan negara dikuasai, kekayaan negara dumiliki, dan
kekayaan negara dipisahkan dengan tujuan menggali manfaat sebesar-besarnya
bagi Kemakmuran rakyat (welfare state). Salah satu bentuk kekayaan negara
dimiliki adalah Barang Milik Negara/Dacrah (BMN/D).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
dan Peraturan Pemenintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan PP No.27 Tahun
2014 tentang Pengelolaar Barang Milik Negara/Daerah, merupakan semua barang
vang dibeli atau diperoleh atas beban  Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

Pemanfaatan BMN merupakan salah satu siklus pengelolaan BMN dan terdapat
bentuk pemanfaatan BMN yang diatur dalam PMK 115/PMK.06/2020 yakni
Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfatatan, Bangun Guna Serah/Bangun
Serah Guna, KSPI dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur.
Pengelolaan dan pemanfaatan BMN belum sepenuhnya tertib, transparan, dan
akuntabel serta belum berkontribusi optimal pada Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) .

Penulis tertarik untuk membuat pembahasan dalam penulisan ini yang disebabkan
karena masih banyak BMN yang terindikasi idle terlantar dan tidak digunakan
sebagaimana fungsinya padahal jika dilakukan optimalisasi terhadap BMN
tersebut akan memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara bukan
pajak (PNBP). Hal ini juga harus didukung dengan regulasi pengaturan
pengelolaan dan pemanfaatan BMN yang tegas dan pasti. Permasalahan yang
terdapat dalam penulisan ini adalah mengenai alasan mengapa pemanfaatan BMN
berupa tanah belum optimal dan bagaimana rekonstruksi pengaturan pemanfaatan
BMN berupa tanah guna meningkatkan PNBP.

Metodologi penelitian yan3 digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum dengan kajian Normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang -
undangan dan konsep teoritis ini menggunakan beberapa bahan hukum untuk
mendukung data-data dan teorinya.

Kesimpulan penulisan ini adalah pemanfaatan BMN berupa tanah belum optimal
disebabkan oleh: persetujuan pemanfaatan BMN oleh Pengelola Barang tidak
serta merta ditindaklanjuti dengan perjanjian pemanfaatan oleh pihak ketiga
dengan alasan besaran tarif pemanfaatannya masih dirasa cukup tinggi; belum ada
regulasi yang mengatur keberatan terhadup tarif/nilai wajar BMN yang akan
dimanfaatkan; penerapan sanksi tidak diterapkan dengan tegas, serta terdapat
pasal-pasal dalam pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan BMN yang kabur
(vage normen)

Saran dalam penulisan ini adalah diharapkan agar dalam optimalisasi pemanfaatan
BMN schingga dapat berkontribusi positif terhadap PNBP, perlu sanksi yang
tegas dalam pemanfaatan BMN, dan  scharusnya dilakukan rekonstruksi
pengaturan  pemanfaatan BMN serta urgensi pembentukan  Undang-Undang
Pengelolaan Kekayaan Negara,

Kata Kunei : Rekonstruksi, Pemanfaatan, Barang Milik Negara, PNBP.
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